KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR :  140 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR 

 PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 31 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Bantul, perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuang antara pemerintahan pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  31 tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 17 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi bagian , sub  bagian, dan kelompok jabatan fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan  rencana program dan peraturan perundang-perundangan;

Melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, keuangan, perpustakaan, rumah tangga,ketatausahaan, pemantauan,penilaian dan pengumpulan data.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat;

b. Pengkoordinasian penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;

c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisis data hasil pelaksanaan tugas;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. Pengelolaan urusan keuangan;

f. Pelayanan perpustakaan;

g. Pelaksanaan urusan Rumah tangga;

h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

Bagian Kedua

Seksi Peengembangan Desa

Pasal 4

Seksi Peengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan desa yang meliputi pendataan dan evaluasi pembangunan desa, unit daerah kerja pembangunan (UDKP), Tata Desa serta pengembangan kawasan terpadu;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Seksi Peengembangan Desa mempunyai fungsi :

a. Penetapan tipologi dan klarifikasi tingkat perkembangan desa;

b. Pengidentifikasian tipe desa dan penyusunan data dasar profil desa;

c. Pemasyarakatan dan penerapan tata desa;

d. Pengevaluasian pembangunan desa;

e. Pelaksanaan fasilitas manajemen pemerintah desa;

f. Perumusan kebijakan fasilitasi Badan Perwakilan Desa (BPD);

g. Perumusan kebijakan fasilitasi peningkatan dan pendayagunaan kekayaan dan pendapatan desa;

h. Pelaksanaa fasilitasi dan perumusan kebijakan perangkat desa;

i. Perumusan kebijakan fasilitasi dan pendataan masyarakat miskin;

j. Perumusan kebijakan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan pengentasan desa tertinggal;

k. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, khususnya di desa tertinggal;

l. Pelaksanaan dan monitoring bantuan social bagi penyandang masalah social;

m. Perumusan kebijakan fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP);

n. Perumusan kebijakan fasilitasi Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT);

o. Pemantapan Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) tingkat-kecamatan

Bagian Ketiga

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 6

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa, peningkata ketrampilan dan peningkatan kesejahteraan masyrakat desa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

a. Perumusan kebijakan fasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;

b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan pelatihan-pelatihan kader pembangunan desa;

c. Perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan remaja di pedesaan;

d. Pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS); 

e. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga sehat dan Sejahtera (P2W-KSS);

f. Pelaksanaan  fasilitas dan pelestarian swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa;

g. Pelaksanaan  fasilitas dan pelestarian nilai-nilai social budaya masyarakat bagi pembangunan desa;

h. Pelaksanaan  fasilitas perencanan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Bagian Keempat

Seksi Usaha Ekonomi Desa

Pasal 89

Seksi usaha ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan peningkatan usaha ekonomi desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan sector informal.

Pasal  9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan fasilitasi program bantuan pembangunan desa dan dusun;

b. Perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaaan (LKDP);

c. Pelaksanaan fasilitasi usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;

d. Perumusan kebijakan fasilitasi penanganan tenaga kerja dan sector informal.

Bagian Kelima

Seksi Sumber daya Desa dan Pemukiman Desa

Pasal 10

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan peningkatan Sumber Daya  Desa dan pemukiman desa yang meliputi perumahan dan lingkungan desa, prasarana dan sarana desa serta penataan pemukiman desa.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan fasilitasi perbaikan perumahan dan pemukiman desa;

b. Perumusan kebijakan fasilitasi usaha pembangunan sarana dan prasarana pedesaan;

c. Perumusan kebijakan fasilitasi penataan lingkungan desa;

d. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya desa dan pemukiman desa.

Bagian keenam

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 

Pasal 12

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memfasilitasi pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna, kerja sama dengan sector dan lembaga-lembaga terkait di bidang teknologi tepat guna.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

b. Pengadaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

c. Pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

d. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program kerjasama Pendayagunaan studi dan pengkajian Teknologi Tepat Guna.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang tertentu sesuai keahliannya; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlianya;

(3) Jumlah petugas Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap petugas Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 15

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










Ditetapkan di Bantul










Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 20 TAHUN 2001

